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WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 423 /KEP/DINDIK/XI/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH DASAR ALAM BANGKA BELITUNG PANGKALPINANG

: X

WALIKOTA PANGKALPINANG,

bahwa untuk Kkelancaran proses belajar mengajar di
Sekolah Dasar Alam Bangka Belitung Pangkalpinang, maka
perlu melakukan perpanjangan izin operasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota
Pangkalpinang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55)
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja
Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Noemor 244, Tambahan Eembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomer 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh
Pemerintah Daerah;

Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional = Nomor
060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor
02, Seri D Nomor 01);



13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota ‘Pangkalpinang
Tahun 201C Nomor 07);

14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU : Memperpanjang Izin Operasional kepada :
1. Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR ALAM
BANGKA BELITUNG
PANGKALPINANG
2. Alamat Sekolah
Jalan : Kamboja RT. 05 RW. 02
Kelurahan :  Kacang Pedang
Kecamatan :  Gerunggang
Kota : Pangkalpinang
Provinsi :  Kepulauan Bangka Belitung
3. Yayasan Penyelenggara : Yayasan Alam Bangka Belitung
Pangkalpinang
KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib
melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.
KETIGA . Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku
selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan
dapat diperpanjang kembali.
KEEMPAT . Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 November 2016
Tembusan :

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

Dirjen Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta.

Kepala Dinas Pendidikan Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang.
Ketua DPRD Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang.

Inspektur Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang.
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